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TATA KELOLA PERUSAHAAN 
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TATA KELOLA PERUSAHAAN 

CORPORATE GOVERNANCE 
 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang fundamental 

dalam mengoptimalkan nilai Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para 

pemangku kepentingan.  Penerapan GCG juga merupakan hal yang penting bagi 

Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya serta berkembang secara 

berkesinambungan.   

Seluruh insan  SPJT sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) dalam praktek bisnisnya secara transparan (Keterbukaan Informasi), Mandiri, 

Akuntabilitas, Independen, tanggungjawab, kesetaraan dan Kewajaran dengan 

mendasarkan kepada :  

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan 

BUMD.  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan 

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, 

Rencana Kerja dan Anggaran, kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha 

Milik daerah  

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan 

memiliki 3 (tiga) organ perusahaan, yang terdiri dari: 

a. Rapat Umum Pemegang Saham 

b. Dewan Komisaris 

c. Direksi 
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Setiap organ memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang 

saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk 

menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, 

perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan. 

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas 

menjalankan kepengurusan Perseroan. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan memiliki wewenang yang tidak diberikan 

kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan 

perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 

Wewenang tersebut mencakup pengambilan keputusan terhadap hal-hal sebagai berikut: 

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan 

laporan keuangan Perseroan; 

2. Penggunaan laba bersih Perseroan; 

3.  Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta 

penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 

4.  Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perseroan; 

5.  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  

6. Rencana Perseroan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau 

transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. 

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.  Sesuai PP 54 BuMD RUPS 

Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, untuk mengesahkan Laporan Tahunan 

Perusahaaan. Laporan Tahunan Perusahaan disampaikan kepada Pemegang saham 

maksimal 90 hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup dan disahkan maksimal 30 hari 

kerja setelah diterima oleh Pemeang Saham. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-

waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan 
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RUPS TAHUNAN 2019 ATAS KINERJA TAHUN BUKU 2018 

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan 2018 pada tanggal 29 April 2019, dengan 

tingkat kehadiran pemegang saham sebesar 100%. RUPS Tahunan tersebut pada intinya 

memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

Keputusan 1 

Menyetujui dan Menerima Baik Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, termasuk 

mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta 

mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas Anak 

perusahaan untuk Tahun Buku 2018. 

Keputusan 2  

Memberikan pembebasan dan Pelepasan tanggungjawab (acquit et 

decharge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas pengurusan Perseroan 

untuk tahun 2018 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan 

pengawasan terhadap Direksi perseroan  untuk tahun 2018, sepanjang  

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Kinerja Perusahaan tahun 

buku 2018. 

Keputusan ke-3 

Menyetujui dan mengesahkan pembagian laba perusahaan tahun buku 2018. 

Keputusan ke-4 

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan 

untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan dan anakdan Cucu  

Perusahaan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris Perseroan. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA  

Selain Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Perseroan juga telah menyelenggarakan 

RUPS lainnya dengan tingkat kehadiran pemegang saham sebesar 100%.  

Berikut daftar RUPS lainnya yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019 : 

Tanggal Mata Acara Akta  

1-Nov-19 Persetujuan RKAP-P Tahun 2019 Akta no. 1   

31 Desember 2019 1. Pengesahan RKAP Tahun 2020. 

Keputusan : menyetujui RKAP PT. SPJT Tahun 

2020 dengan catatan mereview  lagi RKAP 

tersebut. Membentuk Tim yang terdiri dari 

Akta no. 122 dan 

akta 123 



  

Annual Report 2019| 49 
PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 

Tanggal Mata Acara Akta  

Dekom bersama Biro Perekonomian dan 

ahlinya untuk mereview dan lebih 

mematangkan RKAP tersebut. 

 

 

2. Pengesahan Susunan Dewan Komisaris. 

a. Pengesahan Perubahan Susunan 

Dewan Komisaris PT. SPJT 

memberhentikan dengan hormat Bp 

Siswo Laksono dan Bp. RM Bagus 

Wisnu Handoyo dan memberikan 

kebebasan dan pelepasan 

tanggungjawab Sepenuhnya 

Periode 2016-2019.  

b. Mengangkat Bp. Sarwa Pramana 

sebagai Komisaris Utama  dan Bp. 

RM Bagus Wisnu Handoyo sebagai 

Komisaris Efektif  01 Januari 2020 

sampai dengan 31 Desember 2024. 

3. Lain-Lain 

 

DEWAN KOMISARIS 

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Secara kolektif tugas Dewan Komisaris 

adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh 

Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan 

Perusahaan. Dewan Komisaris secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan 

Perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk 

pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris 

disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. 

 

1. Dasar  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris berpedoman pada : 

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

b. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pendirian PT. 

Sarana Pembangunan Jawa Tengah. 
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d. Anggaran Dasar PT.  SPJT. 

 

2. Susunan Dewan Komisaris 

Berdasarkan Akta no 02 tanggal 1 Februari 2016 dibuat dihadapan Notaris Prof. DR. 

Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM dan pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi manusia no  AHU-AH.01.03-0019926 tanggal 10 Februari 2016 susunan Dewan 

Komisaris PT SPJT adalah sebagai berikut : 

 

Komisaris Utama : Siswo Laksono, SH, M.Kn 

Komisaris  : RM. Bagus Wisnu Handoyo, SIP 

 

3. Pelaksanaan Pengawasan 

Dewan Komisaris telah aktif melakukan pembinaan, komunikasi serta melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Direksi PT SPJT. Rapat bersama Direksi rutin dilakukan 

untuk memantau kinerja Direksi serta membicarakan hal-hal teknis terkait pengelolaan 

perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga aktif memberikan arahan dan petunjuk 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. 

a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. 

Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi 

dan penjelasan dari Direksi mengenai agenda yang dibahas.  Atas pemaparan dari 

Direksi tersebut, dilakukan diskusi dan Dewan Komisaris memberikan masukan, 

pandangan serta persetujuannya 

b. Konsultasi dan koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris  

Di luar rapat, konsultasi dan koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris terkait 

dengan pengelolaan perusahaan rapat dilakukan secara intensif. 

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan  

Dewan Komisaris ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan setiap tahun, serta memberikan persetujuan. 

 

NO Tanggal  Mata Acara 

1 4 Januari 2019 Permasalahan Pengadaan Tanah PT. SPJ 

2 6 19 Februari 2019 Evaluasi Pencapaian RKAP Tahun 2019 

3 4 Maret 2019 Permohonan Dana Talangan untuk PT. Trans Marga 

Jateng (PT. TMJ) 

4 14 Maret 2019 1. Permohonan Persetujuan Dana Talangan Jasa 

Medivest  
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NO Tanggal  Mata Acara 

2. Perhitungan deviden atas hasil usaha tahun 2018; 

3. Persetujuan nilai investasi Pabrik Garam 

4. Persetujuan nilai investasi Penggemukan Sapi 

 

5 26 Maret 2019 Progress kegiatan bisnis per proyek 

6 6 Agustus 2019 Tindak lanjut pengarahan Sekda Prov Jateng selaku 

Pembina BUMD tanggal 31 Juli 2019 di Hotel Kesambi Hijau,  

7 15 Agustus 2019 Milestone Kerjasama PT. SPJT – PT. PRPP - Telkomsigma 

8 11 September 2019 Rencana kerjasama: 

1. PT. SPJT dengan PT. PRPP 

2. PT. SPJT dengan PT. PSS  

3. Laporan Direksi tentang PT. Astari Marga Sarana 

9 17 September 2019 Progres kinerja PT. SPJT pada TW III 

10 27 September 2019 Rencana kerjasama dengan PT. PSS dalam 

pengembangan WWP 

 

Persetujuan Dewan komisaris  

Dalam kewenangannya sesuai ketentuan, Dewan Komisaris telah menyampaikan 

beberapa persetujuan kepada Direksi pada tahun 2019 yaitu: 

1) Persetujuan Pinjaman kepada PT. Trans Marga Jateng tanggal 4 Maret 2019. 

2) Persetujuan Investasi dengan PT. Bumi Laras Hijau tanggal 28 Maret 2019. 

3) Persetujuan Dana Talangan kepada PT. Jasa Medivest tanggal 30 Desember 2019. 
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DIREKSI 

Direksi Perseroan merupakan salah satu organ perseroan yang bertugas memimpin dan 

mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan, Pedoman Direksi, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku 

serta dengan memperhatikan prinsip prinsip Good Corporate Governance. 

 

Persyaratan Direksi dan Masa Jabatan 

Proses pemilihan direksi dilakukan oleh Tim Direksi diseleksi dan diangkat oleh RUPS, dengan 

periode jabatan masing- masing anggota selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali 

sesuai keputusan RUPS. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Direksi Perseroan adalah orang-

orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:  

 

1. Persyaratan Formal.  

Persyaratan formal bagi calon anggota Direksi perusahaan adalah orang 

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah;  

a. dinyatakan pailit,  

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dan/atau 

perusahaan dinyatakan pailit,  

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

Negara, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan 

Negara. 

 

2. Persyaratan Materiil.  

Persyaratan materiil bagi calon anggota Direksi Perusahaan adalah;  

a. Integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat 

dalam; 

 Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam 

pengurusan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan 

bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur),  

 Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi 

komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga 

tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku 

tidak baik),  
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 Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan secara 

melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi, pegawai 

perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau 

golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik),  

 Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik),  

b. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki;  

 Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang 

bersangkutan,  

 Kemampuan memimpin dan bekerja sama,  

 Pemahaman manajemen dan tata kelola perusahaan,  

 Pengalaman dalam pengelolaan perusahaan,  

 Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

strategis dalam rangka pengembangan perusahaan, 

c. Psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya 

sebagai anggota Direksi.  

3. Persyaratan lain anggota Direksi yaitu;  

a. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau 

anggota legislatif,  

b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala 

daerah,  

c. berusia tidak melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun ketika akan menjabat 

Direksi, (untuk persyaratan ini, sedang dalam proses perbaruan persyaratan 

menjadi 55 tahun, yaitu mengacu pada PP 54 tahun 2017)  

d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga atau sebagai Direksi 

pada suatu perusahaan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi 

perusahaan,  

e. Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap Direksi, baik di BUMD atau 

perusahaan lainnya,  

f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan 

tugasnya,  

g. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang 

dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).  
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Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh 

Pemegang Saham (dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah), yang terdiri dari 1 (satu) 

orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 4 

(empat) orang. Untuk Direksi yang menjabat pada tahun buku 2018 saat ini, diseleksi melalui 

proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Rekruitmen Direksi Perseroan Terbatas Sarana 

Pembangunan Jawa Tengah Periode tahun 2018 – 2022 yang dibentuk melalui Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah nomor 539/91 tahun 2017. 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Masa Jabatan 

Adi Fitra Direktur 

Utama 

Akta no. 151 AHU- AH.01.03-

0212974 tanggal 6 Juni 2018 

31 Mei 2018 – 

30 Mei 2022 

Widayat Joko Priyanto  Direktur Idem idem 

 

 

Rangkap Jabatan Anggota Direksi 

Selain sebagai Direksi di PT SPJT, direksi juga menduduki jabatan sebagai berikut : 

 

 

Pelatihan Direksi 

Peningkatan kapabilitas anggota Direksi yang bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi terkini bisnis secara lokal dan global dalam rangka mengantisipasi 

tantangan masa depan untuk keberlangsungan perseroan diwadahi dalam program 

Pelatihan Direksi.  

Pada tahun 2019, anggota Direksi telah mengikuti program sebagai berikut: 

Tanggal Materi Pelatihan Penyelenggara Pelaksana 

11-12 Nov 2019 Business Valuation Seminar 

(Public Training) 

Trainer : Aswath 

Damodaran 

PT Delloite 

Konsultan 

Indonesia 

Direktur Utama 

  

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Masa Jabatan 

Widayat JP  Komisaris Utama PT 

Aria Amandaru 

Akta no 10 tanggal 8 

November 2018; AHU-

AH.01.03-0263712 tanggal 

13 November 2018 

2 Nov 2018– 1 Nov 

2023 
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Remunerasi Direksi dan Komisaris  

Sesuai Pedoman penetapan Penghasilan Direksi Dan Komisaris Induk dan Anak Perusahaan 

menyatakan Penghasilan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan 

secara total dimasukkan didalam anggaran biaya tahunan dan ditetapkan oleh RUPS, 

pelaksanaannya diatur oleh Dewan komisaris. 

Remunerasi Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 ditetapkan berdasarkan 

Surat Komisaris no 007.6/SPJT.KOM/I/2018 tanggal 10 Jaruari 2018 dan SK Direksi nomor 

170.54 tanggal 10 Januari 2019, Nomor : 191.54 tanggal 16 Mei 2019, Nomor : 200.54 tanggal 

14 Juni 2019 , Nomor : 220.54 Tahun 2019  

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari : 

a. Gaji 

b. Tunjangan berupa THR, Santunan Purna Jabatan, Komunikasi, Pakaian Cuti 

Tahunan, Cuti besar, Perumahan (apabila tidak disediakan rumah jabatan oleh 

perusahaan), biaya utilitas 

c. Fasilitas : berupa rumah dinas, kendaraan (jika ada) 

d. Jasa Produksi 

Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan direksi selama tahun 

2019 adalah Sebesar Rp. 8.250.612.157 (Delapan miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus 

dua belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan indeks sebagai berikut. : 

 

No Kelompok Prosentase 

1 Komisaris Utama/Komisaris 40%/36% 

2 Direktur Utama/Direktur 100%/90% 
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ORGAN PENDUKUNG 

1. SEKRETARIS PERSEROAN 

Sekretaris Perseroan diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur. Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang 

memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

 

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan PT SPJT 

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;  

b. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Komisaris dengan Direksi; 

dan rapat dengan pihak eksternal;  

c. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan 

meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara 

Direksi dengan Komisaris dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting 

lainnya;  

d. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris 

dan keluarganya, baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup 

kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan 

benturan kepentingan dengan kepentingan perusahaan;  

e. Melakukan kegiatan  koordinasi aspek legal yang berhubungan dengan 

penyajian informasi ke publik; Menghimpun semua informasi yang penting 

mengenai Perusahaan dari setiap unit kerja;  

f. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat 

disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan 

sebagai public document;  

g. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang 

disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, bulletin atau media 

informasi lainnya;  

h. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report) telah 

mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.   

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur Utama 

secara berkala;  

j. Melakukan koordinasi dan monitoring ketersediaan teknologi informasi  termasuk 

jaringan dan aplikasi di perusahaan 

k. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan laporan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai upaya meningkatkan citra baik 

perusahaan; 



  

Annual Report 2019| 57 
PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur 

secara berkala;  

Apabila dikarenakan kondisi perusahaan belum memungkinkan untuk dibentuknya 

Sekretaris Perseroan, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat menunjuk 

salah satu Direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan.  

 

2. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) 

SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin 

independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit; Kepala SPI harus memiliki 

kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya; Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 

dengan persetujuan Komisaris. 

Tugas dan Tanggung Jawab SPI : 

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan Sistem 

Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan 

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas serta ketaatan 

atas peraturan dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya 

manusia, pemasaran, teknologi, informasi dan kegiatan lainnya melalui audit 

kinerja/operasional, kepatuhan, audit umum dan atau audit tujuan tertentu 

4. Melakukan pendampingan/asistensi terkait dengan pembangunan struktur dan 

penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance) pada Divisi lain 

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang 

diaudit atau diasistensi pada semua tingkatan Manajemen 

 

Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) 

Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan kelembagaan 

antara SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Satuan 

Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) yang ditandatangani oleh Direktur Utama 

dan Komisaris selaku Ketua Komite Audit tahun 2013.  
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PROGRAM KERJA TAHUN BERJALAN 

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Tahun 2019 

Di Tahun 2019 dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang direncanakan 

terealisasi 3 (tiga) obyek pemeriksaan dan 4 (empat) Reviu, yakni Pemeriksaan 

Operasional pada PT. Sarana Patra Jateng, PT. Sarana Karya Jateng (Anak Perusahaan), 

Divisi SDM dan Umum, Reviu atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dll.  

Selain pemeriksaan dan reviu yang mendasarkan PKPT, pada tahun 2019 dilakukan pula 

Pemeriksaan atas permintaan Direksi (Non PKPT) yakni Pemeriksaan operasional atas 

Divisi Perencanaan Perusahaan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah. 

3. SEKRETARIAT KOMISARIS 

Sekretariat Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Komisaris guna 

membantu Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan:  

1. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antara Komisaris, Direksi dan Pemegang 

Saham;  

2. Penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahan-bahan rapat komisaris;  

3. Pendokumentasian surat-surat;  

4. Penyusunan notulen rapat;  

5. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

Komisaris. 

Sekretariat Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dan jumlah staf yang sesuai 

dengan kebutuhan. Apabila jabatan Sekretaris Komisaris belum dirasa perlu untuk dijabat 

oleh orang khusus, maka tugas-tugasnya bisa dikerjakan oleh Sekretaris Direktur Utama.  

 

4. KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS  

Saat ini perusahaan belum memiliki komite-komite. Untuk fungsi-fungsi terkait dengan tugas-

tugas Komite, perseroan memiliki sistem dan prosedur di Perseroan dengan mengacu 

kepada Peraturan yang berlaku. 

 

Auditor Eksternal 

Laporan tahunan yang diajukan oleh manajemen Perseroan sebagai 

pertanggungjawaban pengurusan Perseroan kepada RUPS Tahunan mencakup laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebagai Auditor Eksternal 

yang independen, KAP wajib melaksanakan tugas audit berdasarkan standar auditing 
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yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk memperoleh keyakinan 

yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. 

 

Kantor Akuntan Publik dan Jasa Profesional Lainnya 

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan untuk 

melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2019. Penunjukan ini 

merupakan periode pertama untuk melakukan audit keuangan konsolidasi Perseroan. 

 

ASSESMEN GCG 

Perseroan telah melaksanakan asesmen GCG yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Berdasarkan hasil 

penilaian GCG tersebut, Perseroan memperoleh nilai asesmen yang cukup baik. Capaian 

yang telah diraih tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan cukup berhasil melaksanakan 

internalisasi GCG dengan penuh komitmen dan kesadaran dalam menjadikan GCG 

sebagai suatu budaya. Meskipun demikian, masih terdapat Area of Improvement dari BPKP 

Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti oleh perseroan.  

Sesuai Area of Improvement terhadap Self Assesment dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, 

Perseroan juga memperkuat penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik dengan berbagai 

infrastruktur dan pedoman atau kebijakan internal, antara lain : 

- Pedoman Tata Kelola Perseroan (Code of Corporate Governance) 

- Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 

- Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) 

- Pedoman Penghasilan Direksi dan Komisaris 

- Piagam Satuan Pengawasan Internal 

- Pedoman Pengendalian Gratifikasi 

- Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

- Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

 

Perkara Penting yang Dihadapi 

PT. SPJT telah mengajukan permohonan pernyataan pailit No.42/Pdt-Sus-

Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 29 Agustus 2019 kepada PT. BSDA dan Hasan Wijaya di 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga Tingkat Kasasi MA Ditolak. Manajemen tetap 

menjalankan upaya hukum lain untuk menyelesaikan recovery. 
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TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 
 

Perseroan memandang penting bahwa keberlanjutan usaha juga bergantung pada 

lingkungan dam masyarakat sekitar. Untuk itu secara konsisten Perseroan melaksanakan 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai wujud kepedulian sekaligus kontribusi nyata kepada masyarakat dan lingkungan 

dalam mendukung bisnis Perseroan. 

Untuk melaksanakan aktifitas tanggungjawab Sosial, Perseroan telah membentuk 

membentuk Unit Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada 

tanggal 28 Februari 2018 sesuai SK Direksi Nomor 86.54 Tahun 2017. 

VISI 

Terwujudnya keselarasan antara Perusahaan, Institusi terkait dan Masyarakat menuju 

sejahtera dan berdikari yang berkelanjutan. 

MISI 

1. Turut serta meningkatkan perekonomian Wilayah dan Masyarakat sekitar Perusahaan. 

2. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan Perusahaan. 

3. Bersinergi dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal Perusahaan serta Institusi 

terkait dalam memajukan Usaha Kecil Menengah. 

 

Kolaborasi antara kantor pusat, anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dan cucu 

perusahaan memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial SPJT Group dilaksanakan 

secara sinergis dan tepat sasaran. Kolaborasi ini juga memastikan dampak program 

kontribusi sosial SPJT dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di Jawa Tengah 

sesuai dengan prinsip SPJT, di mana pun berada berada harus memberikan manfaat 

berupa peningkatan perekonomian serta menginspirasi lingkungan sekitarnya. 

Ruang lingkup penyaluran program CSR Perseroan meliputi empat Program yaitu : 

1. Program Kemitraan 

2. Program Bina Lingkungan 

a. Program untuk bantuan bencana alam 

b. Program untuk bantuan pendidikan 

c. Program Sosial Masyarakat 

d. Program Partisipasi kegiatan berupa Promosi dan sponsorsip 
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Program TJSLP yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha 

mikro, kecil dan menengah agar menjadi mandiri dan bankable. Program Kemitraan ini 

dilaksanakan dengan bunga 5% (Flat) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. 

Walaupun bersifat non komersial, pinjaman ini bukanlah termasuk ke dalam hibah dan 

tetap harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh sebab itu, 

proses pemberian pinjaman tetap melalui mekanisme seleksi dan penyaluran yang baik. 

Pada tahap awal, telah diberikan penyaluran dana dengan catatan sebagai berikut : 

 

No Mitra Penyaluran awal 

Tahun 2017 

Saldo Pinjaman 

 per 31 Des 2019 

1 KUD “Marga Jaya” 50.000.000 5.555.552 

2 Griya Tas “Pinka” 42.080.000 4.667.552 

  92.080.000 10.223.104 

Saldo dana yang tersimpan di rekening kemitraan TJSLP per tanggal 31 Desember 2019 

adalah sebesar Rp. 94.607.348. 

 

PROFIL MITRA TJSLP PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 

1. Koperasi Unit Desa Marga Jaya. 

bergerak dibidang simpan pinjam, loket pembayaran tagihan serta perdagangan 

kebutuhan pokok & pertanian. Pemanfaatan dana Kemitraan untuk 

mengembangkan usaha simpan pinjam. 

2. UKM Griya Tas Pinka, Salatiga. 

 

Program Bina Lingkungan 

Program TJSLP yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis 

pengembangan masyarakat di lingkungan Perusahaan maupun Provinsi Jawa Tengah. 

Pada tahun 2019 jumlah penyaluran Program Bina Lingkungan sebesar Rp.431.936.241,- 

 

Bencana Alam 

TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana 

Pembangunan Jawa Tengah di bidang bencana alam tahun 2019 Pada bencana alam 

pemberian bantuan bencana alam telah dilaksanakan melalui kordinasi Forum Komunikasi 

BUMD. 
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Pendidikan 

Sebagai komitmen perusahaan di bidang pendidikan dalam rangka mendukung 

kesejahteraan lingkungan, PT.SPJT pada bidang pendidikan melaksanakan sejumlah 

program dukungan di bidang kompetisi karya ilmiah, dukungan penyelenggaraan 

berbagai seminar dan dukungan penerbitan buku karya inovasi. 

 

Sosial Masyarakat 

Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan 

kemiskinan dan sejumlah Program Pemprov Jateng yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat PT. SPJT telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain pembuatan sumur 

publik di daerah rawan kekeringan, membuat jamban sehat di lingkungan perusahaan, 

mengadakan pasar murah, memberikan santunan kepada panti asuhan, memberikan 

dukungan untuk pengechekan kesehatan gratis, pemberian hewan kurban di lingkungan 

perusahaan, bersama Forkom BUMD memberikan Ambulance dan sarana pendukung 

difabel Kepada dinas sosial serta memberikan dukungan sejumlah kegiatan Pemerintah 

provinsi Jawa Tengah. 

 

Promosi dan Sponsorsip 

Dalam promosi dan sponsorsip SPJT turut memberikan dukungan diberbagai acara baik 

yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ataupun kegiatan yang 

selenggarakan oleh swasta yaitu kegiatan mayday 2019, Kompetisi dibidang olah raga, 

kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila, Agro Expo, Jateng Fashion Expo, dan kegiatan 

Kongres Perempuan. 

 

 

  


